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Prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual
tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang
kepada wanita tersebut. Meningkatnya praktek prostitusi tersebut dapat dirasakan
oleh masyarakat, di mana permasalahan prostus tersebut menjadi penyebab
keresshan masyarakat yang berada di lokas praktek prostitusi tersebut
berlangsung. Ditinjau dari permasalahan tersebut, pemererintah kota memutuskan
untuk melakukan revis pada peraturan daerah dengan harapan dapat
menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung. Permasalahan
dalam pendlitian ini adalah bagaimana pel aksanaan peraturan Daerah Nomor : 15
Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung?
Dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota?

Tipe penditian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan
pada evaluas pelaksanaan peraturan daerah, hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan perda dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang ada pada
lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002
Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung. pendliti
menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut berjalan kurang maksimal. Hal
ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih belum terpenuhi dan
mengalami beberapa hambatan seperti : Pelaksanaan Peraturan daerah No. 15
Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung
belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelaku prostitusi atapun aktivitas
prostitus yang belum berkurang secara maksimal terlebih bila dilihat dari
lamanya perda ini dikeluarkan. Dalam penggunaan sumber daya masih kurang
maksimal oleh Instans pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dan
sumber dana yang ada sudah seefisien mungkin digunakan untuk pembinaan
walaupun tidak semua pelaku prostitusi dapat dibina. Kurangnya pengawasan dan
sosialisasi, hamun kecukupan pada metode yang digunakan untuk pembinaan
sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan pihak pelaksana pembinaan.
Kemudian ketidak merataan mengenal sosialisasi, pengawasan, monitoring,
maupun pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pel aksanaan
peraturan daerah belum bisa dirasakan oleh semua kalangan baik masyarakat



maupun para penyandang masalah sosial tersebut. Respon para penyandang
masalah sosiad akan kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah akibat
sosialisasi yang kurang maksimal. Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan
yang dibagi menjadi tiga sub fokus oleh penedliti yaitu ketepatan dari fungsi perda,
ketepatan pada penetapan target sasaran dan juga ketepatan pada manfaat perda.
Pada ketepatan fungsi, target sasaran dan ketepatan manfaat sudah sesuai dengan
tujuan Peraturan Daerah.

Saran dari penelitian ini adalah pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku prostitus
maupun pengguna jasa prostitusi, sosialisasi yang merata kesetiap sudut Kota
Bandar Lampung, terutama yang banyak terdapat aktivitas prostitusi. Serta
melakukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan kesetiap individu
maupun kelompok yang sudah diberikan pembinaan dan keterampilan melalui
pendekatan kekeluargaan oleh Dianas Sosial Kota Bandar Lampung
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